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ABSTRACT

This study aims to determine how coordination in the preparation of the Budget
Work Plan (RKA-SKPD) by the Regional Budget Division at the Palembang Cily
Regional Financial and Asset Management Agency. Coordinating the preparation of
the Budget Work Plan (RKA-SKPD) is one of the functions carried out by the Regional
Budget Division. This research was motivated by seeing problems in the
implementation of such coordination, such as the lack of understanding of Human
Resources (HR), not optimal communication, and use of the SIPD RI. This type of
research is descriptive qualitative with reference to the concept of Coordination
according to Hasibuan (2011). In this concepl, there are four factors that influence
the implementation of coordination, namely: Unity of action, Communication,
Division of labor, and Discipline. Based on the results of the data analysis that has
been carried out by the author, several suggestions can be given lo improve
coordination in the preparation of the RKA-SKPD by the Regional Budget Division,
such as establishing a clearer division of labor structure, increasing HR competence,
establishing sanctions and incentives, and developing budgeting applications.

Keywords: Coordination, Preparation, RKA, SKPD.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoordinasian dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) oleh Bidang Anggaran Daerah dl.Bac!an
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Pcngoordm.asmn
penyusunan RKA-SKPD merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang
Anggaran Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi dari melihat adanya permasalahan
dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, seperti dari kurangnya pemahaman Su{nber
Daya Manusia (SDM), komunikasi, dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah. Jenis penclitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengacu pada konsep
Koordinasi menurut Hasibuan (2011). Dalam konsep tersebut, terdapat empat faqur
yang memengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu: Kesatuan tindakan, Komunikasi,
Pembagian kerja, dan Disiplin. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah
dilakukan oleh penulis, maka dapat diberikan beberapa saran untuk meningkatkan
pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Dacrah, seperti
penetepan struktur pembagian kerja yang lebih jelas, peningkatan kompetensi SDM,
penetepan sanksi dan insentif, serta pengembangan aplikasi penganggaran.

Kata Kunci : Pengoordinasian, Penyusunan, RKA, SKPD
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Koordinasi menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011:85)
mendefinisikan bahwa koordinasi sebagai suatu usaha yang sinkron dan terarur untuk
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah
ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan
mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2011:85).

Koordinasi menurut Mooney dan Reily dalam Handayaningrat (2002:88)
menyebutkan bahwa: “Coordination as the achievement of ordely group effort, and
unity of action in the pursuit of a common purpose” (Koordinasi sebagai pencapaian
usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan
bersama) (Sudrajat, 2024). Dalam pelaksanaan koordinasi, menurut Hasibuan (2011)
bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu:

1) kesatuan tindakan; 2) komunikasi; 3) pembagian kerja; 4) disiplin.

Berdasarkan penelitian dengan judul Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Kusdinar et al (2023),
diperoleh bahwa dalam koordinasi internal dalam penyusunan RKPD pada bidang
PPEPD ini sudah terlihat cukup baik terlihat dari aspek kesatuan tindakan dan aspek
komunikasi. Faktor hambatan terdapat pada aspek struktural dalam perumusan tugas

dan wewenang, fungsi dan jabatan.



Dalam penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pelaksanaan Koordinasi
Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru oleh Anita et al
(2024). Dengan mengacu pada konsep koordinasi menurut Hasibuan (2011), hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi
Pamong Praja dan Dinas Sosial belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan
masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penertiban gelandangan dan
pengemis yang disebabkan kurangnya komunikasi, tidak adanya jadwal tetap, serta
kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang ketertiban

sosial.

Pada penelitian lainnya yang membahas tentang koordinasi pernah dilakukan
oleh Wiyanika (2021), dengan judul Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi pada BPKAD Kota Madiun). Berdasarkan
penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan yang berulang
terjadi dalam setiap penyusunan perencanaan aset daerah, pemahaman yang kurang
dari pegawai, dan belum tersedianya standar perencanaan aset, yang mana hal tersebut

berpangaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang
bertindak sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota (Perwali) Palembang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Salah satu bidang yang
menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Kota Palembang adalah Bidang Anggaran

Daerah.



Mengenai tugas dan fungsi Bidang Anggaran Daerah dijelaskan dalam Pasal 9
Perwali Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2022. Bidang Anggaran Daerah dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan, yang mana Kepala Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang Anggaran Daerah. Untuk
melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut, Kepala Bidang Anggaran Daerah

mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah;

b. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon
Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas
Plafon Anggaran Sementara;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran dan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

d. pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. pengoordinasian penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah;



g. pengoordinasian kebijakan administrasi anggaran daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugasnya.

Berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi diatas, terdapat salah satu fungsi yang
dijalankan oleh Bidang Anggaran Daerah yaitu fungsi Pengoordinasian Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Pada fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa Bidang Anggaran Daerah
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi (pengoordinasian).

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dilaksanakan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengacu
pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dalam
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah tersebut mengatur tentang ketentuan terkait RKA-SKPD. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD juga diatur dalam Peraturan Daerah
mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut menjelaskan bahwa proses
penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. RKA-SKPD memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan

maju untuk tahun berikutnya. Adapun dalam penyusunan RKA-SKPD disusun dengan



menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada:
a. Indikator kinerja; b. Tolak ukur kinerja; c. Sasaran kinerja; d. Analisis standar
belanja; e. Standar harga satuan; f. RKBMD; g. Standar Pelayanan Minimal. Adapun
pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan RKA-SKPD ini adalah: 1. TAPD;
2. Wali Kota; 3. Kepala SKPD; dan 4. PPKD.

Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang
penyusunan RKA-SKPD, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Manoppo
et al., (2019) dengan judul Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-
SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa proses
penyusunan APBD dalam RKA-SKPD BPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe
secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, tetapi tidak
dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Antonio (2022) dengan judul Efektivitas
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah melalui SIPD
RI di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi
Tengah. Dalam penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa penyusunan RKA
OPD melalui SIPD RI di Kabupaten Poso sudah berjalan dengan efektif dan efisien.
Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dari waktu dan biaya
penelitian.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Suripatty et al., (2024) dengan
judul Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Kantor
Distrik Sorong Monoi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses

penyusunan RKA-SKPD di Distrik Sorong Manoi sudah dilaksanakan sesuai dengan



peraturan yang berlaku, namun dalam penyusunannya diharapkan dapat dilakukan
tepat waktu, serta perlunya peningkatan kinerja keuangan bagi aparatur pemerintah
agar pelaksanan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi di BPKAD Kota Palembang,
sebagaimana dikutip di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Palembang
Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa pelaksanaan koordinasi sendiri memang masih
menjadi kelemahan, baik itu koordinasi internal maupun eksternal yang mana dalam
pelaksanaannya masih kurang baik. Selain itu, terbatasnya SDM, sarana prasarana,
serta masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proporsional juga menjadi
kendala yang berkaitan dengan koordinasi di BPKAD Kota Palembang.

Kemudian berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan pegawai Analis
Keuangan Pusat dan Daerah di Bidang Anggaran Daerah, didapatkan hasil wawancara
sebagai berikut:

“Kalau soal kendala sendiri itu dari segi kebijakannya, lalu respon
dan pemahaman Sumber Daya Manusia, dan ketepatan waktu yang
kurang. Terkadang juga masih terkendala pada pemanfaatan sistem
atau aplikasi di penganggaran yaitu SIPD. Selain itu dari dana juga,

karena di bidang anggaran daerah ini kan hanya menganggarkan,
tapi belum tentu uangnya ada” (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Jika melihat pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih
terdapat kendala pada proses pengoordinasian dalam penyusunan RKA-SKPD oleh
Bidang Anggaran Daerah. Mengenai kebijakan, dalam pengoordinasian penyusunan
RKA-SKPD sendiri telah memiliki pedoman berupa peraturan tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, permasalahan justru
terletak pada komunikasi dengan Sumber Daya Manusia (SDM), ketepatan waktu dan
penggunaan sistem informasinya. Kurangnya pemahaman terutama dari SKPD di Kota

Palembang terhadap ketentuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Hal tersebut pula yang



menyebabkan tidak jarang terjadi keterlambatan bagi SKPD dalam penyampaian
berkas RKA-SKPD kepada Bidang Anggaran Daerah, sehingga menjadi kendala
dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan fungsi pengoordinasian penyusunan RKA-
SKPD. Belum optimalnya proses komunikasi dan kendala pada penggunaan aplikasi
SIPD juga masih menjadi permasalahan dalam pengoordinasian penyusunan RKA-
SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis rangkum diatas, dapat dilihat
bahwa dalam proses pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran
Daerah teleh terdapat peraturan yang menjadi pedoman, namun masih didapatkan
kendala seperti kurangnya pemahaman dari SDM di SKPD yang menghambat proses
komunikasi dan ketepatan waktu, serta terjadinya kendala pada penggunaan SIPD.
Berdasarkan wuraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang
“Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) oleh Bidang
Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.”

Adapun yang menjadi pedoman utama terkait pengoordinasian dalam
Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang
adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengoordinasian dalam
Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?.”



1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Pengoordinasian dalam Penyusunan
RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat berguna
sebagai sumbangan pemikiran atau wawasan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi para peneliti

selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang serupa.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat dijadikan
sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi bagi BPKAD Kota
Palembang terutama pada Bidang Anggaran Daerah dalam pengoordinasian
penyusunan RKA-SKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.
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